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Abstrak

Penelitian ini dilakukan sejak ditetapkannya PP Nomor 21 Tahun 2024 Tanggal 20 Mei 2024
yang merupakan perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020. Penelitian ini dilatarbelakangi
kenyataan di lapangan bahwa implementasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Indonesia
telah menimbulkan berbagai polemik yang mencakup aspek hukum, ekonomi, kebijakan publik,
dan tata kelola. Polemik ini memerlukan analisis mendalam untuk memahami implikasinya
terhadap masyarakat dan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik
Tapera dari perspektif hukum, ekonomi, kebijakan publik, dan tata kelola, serta mengkaji
kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur,
analisis dokumen kebijakan, dan tinjauan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa polemik Tapera berpusat pada beberapa isu utama: (1) Aspek hukum, terkait harmonisasi
regulasi dan potensi tumpang tindih dengan program jaminan sosial lainnya; (2) Aspek
ekonomi, meliputi beban finansial tambahan bagi pekerja dan perusahaan, serta kesesuaiannya
dengan prinsip ekonomi Islam; (3) Aspek kebijakan publik, terkait formulasi dan implementasi
kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat; dan (4) Aspek tata kelola,
menyangkut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Kesimpulan dari penelitian
ini adalah Implementasi Tapera memerlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif,
memadukan konsep kebijakan publik modern dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.
Diperlukan penyempurnaan dalam aspek regulasi, mekanisme implementasi, dan tata kelola
untuk meningkatkan efektivitas program dan meminimalkan polemik di masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan Publik; Tabungan Perumahan Rakyat; Tata Kelola

Polemic on Public Housing Savings (Tapera): A Study with an Interdisciplinary
Approach

Abstract

This research was conducted since the enactment of PP Number 21 of 2024 on 20 May 2024,
which is an amendment to PP Number 25 of 2020. This research is motivated by the reality in
the field that the implementation of Public Housing Savings (Tapera) in Indonesia has given
rise to various polemics covering legal and economic aspects, public policy, and governance.
This polemic requires in-depth analysis to understand its implications for society and the
national economy. This research aims to analyze the Tapera polemic from the perspective of
law, economics, public policy and governance, as well as examining its conformity with Islamic
economic principles. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical
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approach. Data was collected through literature studies, analysis of policy documents, and
reviews of previous research. The research results show that the Tapera polemic centers on
several main issues: (1) Legal aspects, related to regulatory harmonization and potential
overlap with other social security programs; (2) Economic aspects, including additional
financial burdens for workers and companies, as well as their conformity with Islamic economic
principles; (3) Public policy aspects, related to the formulation and implementation of policies
that consider community needs; and (4) Governance aspects, concerning transparency and
accountability in fund management. The conclusion of this research is that the implementation
of Tapera requires a comprehensive and integrative approach, combining modern public policy
concepts with Islamic values and principles. Improvements are needed in regulatory aspects,
implementation mechanisms and governance to increase program effectiveness and minimize
polemics in society.

Keywords: Public policy; Public Housing Savings; Good Governance

Pendahuluan

Rumah atau tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus
dimiliki setiap keluarga, tentunya selain makanan dan pakaian, karena manusia
memerlukan tempat untuk berteduh dari panas dan hujan, tempat istirahat dan
berkumpul bersama keluarga (Yuliawati & Pratomo, 2019). Akan tetapi tidak semua
keluarga dapat memiliki rumah sendiri dikarenakan berbagai hal dan yang utama
tentunya faktor keterbatasan finansial yaitu ketidakmampuan untuk membeli rumah
sendiri baik secara tunai maupun melalui skema pembiayaan KPR melalui Bank, oleh
karenanya pemerintah berusaha hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan
membuat Undang-undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
(Tapera)(Ariningdyah dkk., 2024; Putra dkk., 2019).

Program Tapera, atau Tabungan Perumahan Rakyat, adalah sebuah inisiatif
yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan akses
perumahan bagi masyarakat. Program ini dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan
Perumahan Rakyat (BP Tapera) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016
(Tania dkk., 2021). Inti dari program ini adalah tabungan periodik yang dikumpulkan
dan dikelola secara profesional untuk kemudian digunakan sebagai dana pembiayaan
perumahan. BP Tapera menawarkan solusi pembiayaan perumahan yang terjangkau dan
berjangka panjang melalui beberapa skema, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR),
Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR). Salah satu
keunggulan utama dari program ini adalah suku bunga tetap yang ditawarkan di bawah
tingkat pasar, memungkinkan peserta, termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR), untuk mendapatkan akses ke dana murah dengan jangka waktu hingga 30
tahun. Hal ini sangat membantu dalam meringankan beban finansial bagi mereka yang
ingin memiliki atau merenovasi rumah. Dengan adanya Program Tapera, diharapkan
semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah layak huni dengan biaya yang
lebih terjangkau. Program ini juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan
ekonomi terkait kepemilikan rumah di Indonesia. Sebagai langkah strategis, pemerintah
berharap bahwa program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi
juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor properti.

Setelah berjalan selama empat tahun diberlakukannya PP Nomor 25 Tahun
2020, pada akhirnya mengalami perubahan tepatnya pada Tanggal 20 Mei 2024 di mana
Presiden RI telah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024
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tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Namun kemudian perubahan atas PP
implementasi Tapera tersebut menuai berbagai tantangan dan perdebatan serta
menimbulkan polemik usai dilaporkan bakal membebankan iuran simpanan Tapera
kepada seluruh karyawan dan pekerja swasta, sedangkan pada Peratutan Pemerintah
sebelumnya, iuran Tapera tersebut hanya dibebankan pada para PSN dan ASN, TNI,
Polri, serta Pegawai BUMN dan BUMD. Salah satu poin yang menjadi perdebatan dan
polemik adalah besaran iuran yang harus dibayarkan oleh pekerja dan pemberi kerja.
Sebagaimana bunyi Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang
menyatakan bahwa pekerja harus membayar iuran sebesar 2,5% dari upah mereka,
sementara pemberi kerja membayar 0,5%, sedangkan untuk pekerja mandiri atau
freelancer, harus menanggung simpanan sendiri sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Ayat 3. Besaran iuran ini menjadi salah satu bahan perdebatan dan polemik
karena dapat mempengaruhi pendapatan para pekerja, karyawan dan pegawai. Selain
besaran iuran muncul juga perdebatan soal evaluasi kebijakan terkait Tapera,
optimalisasi dan transparansi pengelolaan dana yang terkumpul serta realisasi
kepemilikan rumah dengan harga terjangkau juga masih diragukan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perlu lakukan penelitian
tentang apa yang menyebabkan adanya Polemik terkait dengan Tapera dengan berbagai
macam pendekatan (pendekatan interdisipliner), hal ini didasari oleh beberapa faktor
diantaranya: a). Kompleksitas isu Tapera yang melibatkan aspek hukum termasuk di
dalamnya dipandang dari sudut Hukum Islam, ekonomi dan ekonomi Islam, kebijakan
publik, dan Tata Kelola (good governance), b). Adanya kesenjangan antara tujuan ideal
program Tapera dengan realitas implementasinya di lapangan, ¢). Munculnya berbagai
kritik dan perdebatan publik terkait besaran iuran dan mekanisme pengelolaan dana
Tapera, serta d). Kebutuhan akan analisis komprehensif yang mempertimbangkan
berbagai perspektif untuk mengoptimalkan program Tapera.

Penelitian terdahulu tentang Tapera cenderung berfokus pada aspek-aspek
tertentu secara terpisah, seperti analisis hukum sabagaimana yang dilakukan (Asril dkk.,
2022; Haviazzahra & Sebyar, 2024; Nasution, 2021; Tania dkk., 2021), dampak
ekonomi sebagaimana yang dilakukan oleh (Anggraeni dkk., 2024; De, 2024), atau
implementasi kebijakan sebagaimana yang dilakukan (Haviazzahra & Sebyar, 2024;
Putra dkk., 2019). Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan
berharga, namun belum ada studi yang mengintegrasikan berbagai perspektif secara
komprehensif untuk memahami kompleksitas Polemik Tapera. Jadi tujuan dilakukannya
penelitian ini adalah untuk: a) Menganalisis Polemik Tapera secara holistik dengan
mengintegrasikan perspektif hukum juga dikaitkan dengan hukum Islam, ekonomi
secara umum dan ekonomi Islam, kebijakan publik, dan tata kelola, b) Mengidentifikasi
faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas implementasi program Tapera dan
¢) Merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mengoptimalkan program
Tapera. Adapun kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada: a) Penggunaan
pendekatan interdisipliner yang menggabungkan berbagai perspektif untuk memahami
Polemik Tapera secara komprehensif, b) Pengembangan kerangka analisis terintegrasi
yang mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, kebijakan publik, dan sosial dalam
konteks Tapera, dan c¢) Identifikasi interaksi dan keterkaitan antar berbagai faktor yang
mempengaruhi implementasi Tapera. Sedangkan Research gap yang diisi oleh
penelitian ini meliputi: a) Kurangnya studi yang mengintegrasikan berbagai perspektif
disiplin ilmu dalam menganalisis Polemik Tapera, b) Terbatasnya pemahaman tentang
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interaksi kompleks antar berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas program
Tapera dan c) Belum adanya kerangka analisis komprehensif yang dapat digunakan
untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan program Tapera.

Menurut Kristian (2023), kebijakan publik didefinisikan sebagai pemanfaatan
strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau
pemerintah. Definisi ini menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara
cerdas dan terencana guna mencapai tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat
luas. Kebijakan publik mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan,
lingkungan, hingga ekonomi, di mana masing-masing bidang memerlukan pendekatan
yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifiknya. Dalam proses
perumusan kebijakan publik, berbagai aktor terlibat, termasuk pemerintah, organisasi
non-pemerintah, komunitas, dan juga individu (Iskandar, 2015). Setiap pihak memiliki
peran penting dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, serta
mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan. Kolaborasi antara berbagai
pihak ini menjadi kunci keberhasilan kebijakan publik, karena memungkinkan adanya
pertukaran ide dan sumber daya yang lebih luas.

Penerapan kebijakan publik yang efektif juga memerlukan evaluasi dan
pemantauan yang berkelanjutan (Pramono, 2020). Hal ini penting untuk memastikan
bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak positif dan mampu
menyelesaikan masalah yang ada. Jika ditemukan kendala atau kekurangan dalam
pelaksanaan kebijakan, maka perlu dilakukan penyesuaian atau revisi agar tujuan
kebijakan dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya
menjadi alat untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga sebagai mekanisme untuk terus
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks implementasi, Edward IlI
mengidentifikasi empat aspek kritis yang berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan
publik, yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau sikap pelaksana dan Struktur
birokrasi. Keempat aspek ini saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas
implementasi kebijakan publik. Kristian (2023) menekankan pentingnya pendekatan
interdisipliner dalam menganalisis tantangan implementasi kebijakan publik, termasuk
dalam konteks Tapera (Kusuma, 2024). Mereka berpendapat bahwa kompleksitas isu
kebijakan publik memerlukan integrasi perspektif dari berbagai disiplin ilmu untuk
memahami dan mengatasi tantangan implementasi secara komprehensif. Sementara itu,
Hasanah (2023) menyoroti pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam
meningkatkan pemahaman publik terhadap kebijakan, khususnya dalam konteks
program Tapera (Haviazzahra & Sebyar, 2024). Mereka berpendapat bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada tingkat pemahaman
dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dalam analisis kebijakan
publik, Puspita dan Hermawan (2022) menekankan pentingnya harmonisasi antara
kebijakan baru dengan program yang sudah ada. Hal ini sangat relevan dalam konteks
Tapera, di mana diperlukan upaya untuk menyelaraskan program ini dengan skema
jaminan sosial yang telah ada sebelumnya. Dengan mempertimbangkan berbagai
perspektif ini, analisis kebijakan publik dalam konteks Tapera perlu memperhatikan
tidak hanya aspek teknis implementasi, tetapi juga faktor-faktor sosial, ekonomi, dan
politik yang mempengaruhi keberhasilan program. Pendekatan interdisipliner dalam
analisis kebijakan publik memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap
kompleksitas isu Tapera dan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih
efektif dan kontekstual.
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Sedangkan Teori Kebijakan Publik jika dikaitkan dengan kaidah dalam agama
Islam. Adalah bahwasanya Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang
dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah atau mencapai
tujuan tertentu dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, kebijakan publik harus
sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan
umat (maslahat al-ummah) (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Beberapa prinsip utama
dalam kebijakan publik Islam meliputi (Rizal, 2022): 1) Tauhid (Keesaan Allah)
bahwasanya Kebijakan publik harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah
sumber utama kekuasaan dan otoritas, 2) Khilafah (Perwakilan) yang dimaksud di sini
adalah Pemerintah dianggap sebagai pemegang amanah dari Allah dan masyarakat
untuk mengelola urusan publik, 3) 'Adl (Keadilan): Kebijakan publik harus menjamin
keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat, 4) Syura (Musyawarah) artinya Proses
pengambilan keputusan kebijakan harus melibatkan partisipasi masyarakat, 5) Maslahah
(Kepentingan Umum) dalam artian Kebijakan publik harus mengutamakan kepentingan
umum di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks Tapera,
penerapan prinsip-prinsip kebijakan publik Islam dapat dilihat dari beberapa aspek,
yaitu: 1) Tujuan Tapera adalah untuk menyediakan perumahan yang layak bagi
masyarakat sejalan dengan prinsip maslahah dalam Islam, 2) Proses perumusan
kebijakan Tapera idealnya harus melibatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan
prinsip syura, 3) Pengelolaan dana Tapera harus dilakukan secara adil dan transparan,
sesuai dengan prinsip adalah dan amanah dalam Islam (Tania dkk., 2021).

Teori Ekonomi Kesejahteraan merupakan cabang ilmu ekonomi yang fokus
pada alokasi sumber daya yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks ekonomi konvensional, kesejahteraan sering diukur melalui indikator-
indikator material seperti pendapatan per kapita atau Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, konsep kesejahteraan memiliki dimensi yang
lebih luas dan holistik.

Ekonomi Islam memandang kesejahteraan sebagai sebuah konsep yang holistik,
mencakup tidak hanya kesejahteraan material tetapi juga spiritual (Ubaidillah, 2024).
Konsep ini dikenal dengan istilah falah, yang mengacu pada kesejahteraan dunia dan
akhirat. Dalam perspektif ini, kesejahteraan tidak hanya diukur dari seberapa banyak
harta yang dimiliki seseorang, tetapi juga dari kualitas kehidupan spiritual dan moralnya
(Suardi, 2021). Dalam kerangka falah, ekonomi Islam mendorong aktivitas ekonomi
yang beretika dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti zakat, sedekah, dan larangan
riba adalah contoh nyata bagaimana ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan
yang adil dan pemberdayaan masyarakat. Zakat, misalnya, bukan hanya kewajiban
agama tetapi juga instrumen sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi
dan membantu mereka yang kurang beruntung. Sedekah, di sisi lain, mengajarkan nilai-
nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama.

Lebih dari itu, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya niat dan tujuan
dalam setiap aktivitas ekonomi. Setiap tindakan ekonomi seharusnya dilakukan dengan
niat untuk mendapatkan ridha Allah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan
demikian, konsep falah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan
spiritual, menciptakan masyarakat yang tidak hanya makmur secara ekonomi tetapi juga
sejahtera secara moral dan spiritual. Melalui pendekatan ini, ekonomi Islam berusaha
mewujudkan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan bagi semua (Cipta, 2019).
Jureid (2020) menegaskan bahwa komitmen Islam yang mendalam terhadap
persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (falah) bagi semua umat
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manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip
kunci dalam upaya mencapai kesejahteraan, di antaranya (Handayani, 2018): a) Tauhid
(keesaan Allah) di mana Prinsip ini menjadi landasan utama yang mempengaruhi
perilaku ekonomi Muslim, b) 'Adl (keadilan) dalam artian Keadilan dalam distribusi
kekayaan dan sumber daya, c). Nubuwwah (kenabian) dalam pengertian ummat Islam
mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW dalam bermuamalah, d) Kholifah
(perwakilan) artinya Manusia sebagai khalifah Allah di bumi bertanggung jawab untuk
mengelola sumber daya dengan baik, serta e) prinsip Ma'ad (hasil) maksudnya orientasi
pada hasil yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi. Dalam konteks
Tapera, pendekatan ekonomi Islam dapat memberikan perspektif yang lebih
komprehensif dalam menilai efektivitas program tersebut. Tidak hanya fokus pada
aspek finansial dan kepemilikan rumah, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya
terhadap kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat.

Teori hukum merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum yang memiliki
peran penting dalam memahami esensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. Teori ini
berfokus pada pengertian hukum, konsep hukum, serta metode-metode yang digunakan
dalam penerapan hukum. Dengan kata lain, teori hukum berusaha untuk menganalisis
dan menjelaskan dasar-dasar serta prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum.

Menurut Gustav Radbruch, seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka, teori
hukum memiliki tugas yang sangat penting, yaitu untuk menjelaskan nilai-nilai serta
postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi (Nugroho,
2019). Radbruch menekankan bahwa hukum tidak hanya sebatas aturan atau norma
yang diikuti oleh masyarakat, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan, kepastian
hukum, dan kegunaan yang harus selalu dijaga dan dihormati (Manullang, 2022).
Dengan demikian, teori hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis dalam
penerapan hukum, tetapi juga sebagai refleksi filosofis yang mendalam tentang tujuan
dan makna dari hukum itu sendiri. Untuk mencapai pemahaman yang mendalam
tentang teori hukum, diperlukan pendekatan interdisipliner yang mencakup filsafat,
sosiologi, dan ilmu politik. Dengan demikian, para ahli hukum tidak hanya memahami
bagaimana hukum seharusnya diterapkan, tetapi juga mengapa hukum tersebut ada dan
bagaimana hukum tersebut dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil
dan berkeadaban. Melalui analisis yang komprehensif ini, teori hukum dapat
memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan sistem hukum yang lebih responsif
terhadap perubahan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.

Sementara itu, Humiati (2020) menyebutkan bahwa Hans Kelsen menekankan
bahwa teori hukum berfungsi untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi
kesatuan. Dalam konteks hukum Islam, teori hukum memiliki karakteristik yang unik
dan berbeda dengan teori hukum konvensional. Hukum Islam atau syariah bersumber
dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang diyakini sebagai wahyu ilahi. Teori hukum Islam (usul
al-figh) mengembangkan metodologi untuk memahami dan mengaplikasikan sumber-
sumber hukum ini dalam konteks kehidupan manusia. Beberapa prinsip dasar dalam
teori hukum Islam yang relevan dengan analisis Tapera meliputi: 1) Magasid al-Syariah
(Tujuan Syariah) Konsep ini menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah
untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia. Dalam konteks Tapera,
analisis hukum perlu mempertimbangkan apakah program ini sejalan dengan tujuan
perlindungan harta (hifz al-mal) dan pemenuhan kebutuhan dasar (dharuriyyat), 2)
Maslahah (Kemaslahatan Umum) di mana Prinsip ini mengajarkan bahwa hukum Islam
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harus mempertimbangkan kepentingan umum. Dalam analisis Tapera, perlu dikaji
apakah program ini memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat
dibandingkan dengan potensi mudharatnya. 3) 'Adl (Keadilan) prinsip Keadilan ini
merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam. Analisis Tapera perlu
mempertimbangkan apakah mekanisme iuran dan distribusi manfaat program ini
memenuhi prinsip keadilan dalam perspektif Islam, dan 4) Riba dan Gharar,
sebagaimana kita ketahui Islam melarang praktik riba (bunga) dan gharar
(ketidakpastian berlebihan) dalam transaksi ekonomi. Analisis terhadap mekanisme
pembiayaan dan investasi dana Tapera perlu mempertimbangkan aspek-aspek ini.
Alfrida dkk. (2024) dalam penelitian mereka tentang aspek hukum implementasi Tapera
di Indonesia, menekankan pentingnya mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam
dalam menganalisis kebijakan perumahan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia
adalah Muslim. Mereka berpendapat bahwa integrasi prinsip-prinsip syariah dalam
kebijakan Tapera dapat meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam
program ini.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep yang menekankan pada
proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public
goods and services. Prinsip-prinsip good governance menurut UNDP meliputi
partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, kesetaraan,
efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Jika ditinjau dalam perspektif
Islam, konsep tata kelola yang baik memiliki akar yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an
dan Sunnah. Beberapa prinsip tata kelola dalam Islam yang relevan dengan good
governance meliputi: a) Syura (musyawarah) yang mana Prinsip ini menekankan
pentingnya partisipasi dan konsultasi dalam pengambilan keputusan, b) Amanah
(kepercayaan) di mana Konsep ini menekankan pentingnya integritas dan tanggung
jawab dalam mengelola urusan public, ¢) prinsip al-'Adl (keadilan) yaitu Prinsip
keadilan merupakan landasan fundamental dalam tata kelola Islam, d) Prinsip
Mas'uliyyah  (akuntabilitas), maksudnya Islam  menekankan  pentingnya
pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan keputusan dan e) Prinsip Shaffafiyah
(transparansi) yaitu suatu prinsip Keterbukaan dalam pengelolaan urusan publik sangat
ditekankan dalam Islam. Dalam konteks Tapera, penerapan prinsip-prinsip good
governance yang selaras dengan nilai-nilai Islam dapat meningkatkan efektivitas dan
penerimaan program ini di masyarakat. Misalnya, transparansi dalam pengelolaan dana
Tapera sejalan dengan prinsip shaffafiyah dalam Islam, sementara akuntabilitas dalam
penggunaan dana sesuai dengan konsep amanah dan mas‘uliyiyah.

Metode

Penelitian dilakukan pada Bulan Mei 2024 sejak ditandatanganinya PP No.21
tahun 2024 yang merupakan revisi atau perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020
hingga Bulan Juni 2024, di mana mulai timbul polemik dan perdebatan serta munculnya
berbagai pertentangan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan interdisipliner. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya
untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks secara (Hermawan & Amirullah,
2021) Metode Pengumpulan data yang digunakan melalui: a). Analisis dokumen yaitu
menganalisa Undang-undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera, Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 21 Tahun 2024 dan berbagai kebijakan terkait Tapera (Ariningdyah dkk.,
2024), serta b). Melalui studi literatur, yaitu upaya pengumpulan data berasal dari Jurnal
ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi resmi pemerintah terkait Tapera.
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Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten
dan komparatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan mengintegrasikan
perspektif dari berbagai disiplin ilmu (Moleong, 2012). Pendekatan interdisipliner
dalam penelitian ini memungkinkan menggabungkan perspektif dari berbagai disiplin
ilmu, antara lain ilmu hukum, ekonomi Islam, kebijakan publik, dan Tata kelola yang
baik (Good governance), yang juga dikaitkan dengan perspektif Hukum Islam, Hal ini
sejalan dengan pendapat Kusuma (2024) yang menekankan pentingnya pendekatan
interdisipliner dalam menganalisis kebijakan publik yang kompleks seperti Tapera.
Dengan metodologi yang komprehensif ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan
pemahaman yang mendalam dan holistik tentang implementasi Tapera, serta
mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan pada penelitian ini dikaitkan dengan
teori yang ada maka dapat diketahui hal-hal terkait Polemik Tapera dipandang dari
interdisipliner adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Aspek Hukum dan Regulasi

Polemik seputar Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bermula dari lahirnya
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP
Nomor 25 Tahun 2020. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU)
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Beberapa aspek hukum
dan regulasi yang menjadi pokok permasalahan antara lain: a). Kewajiban luran; dalam
PP No. 21 Tahun 2024 mewajibkan pekerja di sektor swasta untuk membayar iuran
sebesar 3% dari upah kerja mereka, dengan rincian 2,5% ditanggung pegawai/pekerja
dan 0,5% oleh pemberi kerja. Kewajiban ini menimbulkan keresahan di kalangan
pekerja dan pengusaha karena dianggap menambah beban ekonomi, sehingga
menimbulkan banyak pertentangan, b) Asas-asas Fundamental yang dimaksudkan di
sini bahwasanya UU No. 4 Tahun 2016 menetapkan beberapa asas fundamental dalam
pelaksanaan Tapera, termasuk asas kegotong-royongan, nirlaba, kehati-hatian,
kemandirian, dan dana amanat. Namun, implementasi asas-asas ini dalam praktik masih
menjadi perdebatan, c¢) Harmonisasi dengan Program Jaminan Sosial Lain; artinya
terdapat suatu kekhawatiran mengenai tumpang tindih antara program Tapera dengan
program jaminan sosial lainnya yang sudah ada. Hal ini memerlukan harmonisasi
regulasi untuk menghindari beban ganda pada masyarakat, d) Aspek Kepastian Hukum,
dalam pengertian meskipun PP No. 21 Tahun 2024 telah ditetapkan, masih terdapat
ruang untuk evaluasi dan penyempurnaan kebijakan mengingat ketentuan ini baru akan
berlaku mulai tahun 2027, sehingga masih ada ruang untuk berdialog dan menyamakan
persepsi antara pemerintah dalam hal ini diwakili BP tapera dengan seluruh assosiasi
buruh dan pekerja serta seluruh Stakeholder yang lainnya.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, beberapa prinsip yang perlu
diperhatikan dalam implementasi Tapera antara lain: a) Prinsip Maslahah
(Kemaslahatan Umum) vyaitu suatu prinsip di mana kebijakan Tapera ini harus dapat
dibuktikan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan dengan
potensi mudharatnya. Hal ini sejalan dengan kaidah figh "dar'ul mafasid mugaddam
‘ala jalbil mashalih™ (menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil
kemaslahatan), b) Prinsip al-'Adl (Keadilan), dalam artian mekanisme iuran dan
distribusi manfaat Tapera harus memenuhi prinsip keadilan dalam Islam. Hal ini
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termasuk memastikan bahwa beban iuran tidak memberatkan kelompok masyarakat
tertentu secara tidak proporsional, jadi perlu dirumuskan kembali, apakah besaran iuran
2,5% dari gaji yang diterima oleh pekerja/karyawan yang telah ditetapkan dalam PP
No.21 Tahun 2024 tersebut memberatkan atau tidak? Karena dengan besaran gaji
standar UMP (Upah Minimum Propinsi) jika sudah ada potongan untuk iuran BPJS
Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pajak dan potongan lainnya, lalu ada potongan lagi
sebesar 2,5% dari gaji ini diperlukan analisa Kembali, kalo dari hitungan peneliti
potongan yang masuk akal adalah sebesar 1% sedangkan yang 1% dibayarkan oleh
pemberi kerja jadi fifty-fifty, c) Prinsip Riba dan Gharar, maksudnya adalah pengelolaan
dana Tapera harus memastikan tidak adanya unsur riba (bunga) dan gharar
(ketidakpastian berlebihan) yang dilarang dalam hukum Islam. Hal ini terutama penting
dalam aspek investasi dan pembiayaan perumahan, artinya dikarenakan para
pekerja/karyawan sudah melakukan investasi di muka jangan sampai nantinya
pengadaan rumah untuk karyawan dibebani bunga dan harus dipastikan
pekerja/karyawan tersebut akan mendapatkan rumah yang layak huni dan tidak berbelit-
belit proses mendapatkannya, sehingga terbebas dari Riba dan Gharar, d) Prinsip
Takaful (Tolong-menolong), yaitu suatu prinsip di mana konsep Tapera sejalan dengan
prinsip takaful dalam Islam, yaitu masyarakat saling membantu dalam memenubhi
kebutuhan dasar dalam hal ini kebutuhan perumahan, dan yang perlu diingat
implementasinya harus memastikan bahwa prinsip sukarela dan kerelaan (taradhi) tetap
terjaga.

2. Aspek Ekonomi dalam Perspektif Islam

Dalam menganalisis Polemik Tapera dari sudut pandang ekonomi Islam, perlu
diperhatikan beberapa prinsip fundamental yaitu: a) Prinsip Magasid al-Syariah (Tujuan
Syariah), pengertiannya adalah Ekonomi Islam menekankan bahwa setiap kebijakan
ekonomi harus sejalan dengan tujuan syariah, yaitu menjaga dan memelihara : agama
(Hifdzud din), jiwa (Hifdzun nafs), akal (Hifdzul ‘aqgl), keturunan (Hifdzun nasl), dan
harta (Hifdzul maal). Program Tapera ini perlu dievaluasi secara mendalam dan
menyeluruh apakah benar-benar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan
perumahan yang layak, tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar atau justru
sebaliknya, b) Prinsip Keadilan Distributif dalam pengertian Islam menekankan
pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan. Mekanisme iuran dan manfaat Tapera
harus memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang terbebani secara tidak
proporsional, terutama kelompok berpenghasilan rendah, sebagaimana yang penulis
uraikan pada point hukum, c) Prinsip Takaful (Tolong-menolong) yang dimaksudkan di
sini adalah bahwa konsep Tapera harus sejalan dengan prinsip takaful dalam ekonomi
Islam, di mana masyarakat saling membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta
dalam implementasinya harus memastikan bahwa prinsip sukarela dan kerelaan
(taradhi) tetap terjaga, d) Prinsip Larangan Riba dan Gharar, pengertiannya
pengelolaan dana Tapera harus sesuai dengan prinsip syariah, menghindari praktik riba
(bunga) dan gharar (ketidakpastian berlebihan) dalam investasi dan pembiayaan
perumahan. Ini memerlukan inovasi dalam struktur keuangan dan investasi yang sesuai
Syariah, e) Prinsip Falah (Kesejahteraan Holistik), sebagaimana yang kita pahami
bahwa Ekonomi Islam bertujuan mencapai falah atau kesejahteraan yang holistik,
meliputi aspek material dan spiritual, sehingga Program Tapera perlu dievaluasi tidak
hanya dari segi peningkatan kepemilikan rumah, tetapi juga dampaknya terhadap
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, f) Prinsip Kepemilikan dalam Islam,
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dalam artian bahwa Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, namun dengan batasan
dan tanggung jawab sosial, oleh sebab itu Program Tapera ini harus memastikan bahwa
upaya peningkatan kepemilikan rumah tidak mengarah pada akumulasi kekayaan yang
berlebihan atau spekulasi properti yang dilakukan oleh para oknum yang tidak
bertanggungjawab, g) Prinsip Konsep Rizki dan Barakah; Dalam perspektif Islam, rizki
tidak hanya terbatas pada aspek material. Program Tapera perlu mempertimbangkan
bagaimana dapat memberikan "barakah™ atau keberkahan bagi pesertanya, tidak hanya
dalam bentuk rumah fisik tetapi juga ketenangan dan kebahagiaan keluarga dan ini
tentunya yang diharapkan oleh para pekerja/karyawan selain mendapatkan upah untuk
menafkahi keluarganya tentunya mengharapkan dapat keberkahan dalam kehidupan, h)
Prinsip Maslahah (Kemaslahatan Umum), dalam pengertian setiap kebijakan ekonomi
harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum, sehingga diperlukan sebuah
kajian mendalam tentang apakah manfaat program Tapera lebih besar daripada potensi
mudharatnya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks Polemik yang terjadi pada Tapera, beberapa isu ekonomi yang
perlu ditinjau dari perspektif Islam meliputi: a) Beban Finansial artinya Apakah iuran
Tapera tidak memberatkan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah?
Karena pada dasarnya Islam mengajarkan untuk tidak membebankan seseorang
melebihi kemampuannya, b) Mekanisme Investasi yang dimaksud di sini adalah
Bagaimana dana Tapera diinvestasikan? Apakah sesuai dengan prinsip syariah dan
menghindari riba serta gharar? c¢) Distribusi Manfaat: Apakah manfaat Tapera
terdistribusi secara adil, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan? d)
Transparansi dan Akuntabilitas: Sejauh mana pengelolaan dana Tapera transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan? Islam menekankan pentingnya amanah dalam
pengelolaan harta publik, ) Dampak Sosial-Ekonomi dalam pengertiannya Bagaimana
Tapera mempengaruhi struktur sosial-ekonomi masyarakat? Apakah mendorong
kemandirian atau justru menciptakan ketergantungan?

Untuk mengatasi Polemik Tapera dari perspektif ekonomi Islam, beberapa
rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain: a) Melakukan kajian mendalam
tentang dampak Tapera terhadap kesejahteraan holistik (falah) masyarakat, b).
Mengembangkan mekanisme iuran dan manfaat yang lebih fleksibel dan sesuai dengan
kemampuan ekonomi peserta, ¢). Menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam
pengelolaan dan investasi dana Tapera, d). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan program, sesuai dengan prinsip amanah dalam Islam, serta e)
Melibatkan ulama dan pakar ekonomi Islam dalam perumusan dan evaluasi kebijakan
Tapera. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam ini, diharapkan
implementasi Tapera dapat disempurnakan untuk lebih efektif dalam mencapai
tujuannya yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak,
sekaligus menjaga keselarasan dengan nilai-nilai dan etika ekonomi Islam.

3. Aspek Kebijakan Publik

Dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, Tapera merupakan manifestasi
dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perumahan yang dihadapi masyarakat.
Beberapa aspek kebijakan publik yang perlu diperhatikan dalam implementasi Tapera
meliputi: a) Aspek Formulasi Kebijakan, di mana proses perumusan kebijakan Tapera
harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan masyarakat, kapasitas
ekonomi, dan dampak sosial. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini
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didasarkan pada analisis yang komprehensif dan melibatkan partisipasi berbagai
pemangku kepentingan, b) Aspek Implementasi, maksudnya di sini adalah bahwasanya
pelaksanaan Tapera memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah (BP
Tapera), serta kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat. Perlu ada mekanisme
yang jelas untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan secara
efektif dan efisien, ¢) Aspek Evaluasi dan Monitoring, maksudnya diperlukan sistem
evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan untuk menilai efektivitas Tapera dalam
mencapai tujuannya, serta untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan
perbaikan, d). Aspek Transparansi dan Akuntabilitas, mengingat sebagai kebijakan
publik yang melibatkan pengelolaan dana masyarakat, Tapera harus dijalankan dengan
tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, ). Aspek Keadilan dan Pemerataan,
artinya kebijakan Tapera harus memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara
merata oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling
membutuhkan.

Dalam perspektif Islam, kebijakan publik harus sejalan dengan prinsip-prinsip
syariah dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat (maslahat al-ummah).
Beberapa kaidah Islam yang relevan dengan kebijakan publik dan implementasi Tapera
meliputi: a) Kaidah "Tasharruf al-imam ‘'ala al-ra'iyyah man‘uthun bi al-maslahah”
(Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan) artinya
implementasi Tapera harus benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat
luas, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu, b). Prinsip Syura (Musyawarah)
maksudnya proses perumusan dan evaluasi kebijakan Tapera harus melibatkan
partisipasi masyarakat, sejalan dengan prinsip syura dalam Islam, c). Kaidah "Dar’ al-
mafasid mugaddam ‘'ala jalb al-mashalih” (Menolak kemudaratan lebih diutamakan
daripada mengambil manfaat), maksudnya dalam implementasi Tapera, pemerintah
harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar
daripada manfaatnya, d). Prinsip al-'Adalah (Keadilan), artinya kebijakan Tapera harus
menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi, €). Kaidah "Al-
dharurat tunbihu al-mahzhurat” (Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang
terlarang), maksudnya jika memang dirasa Tapera adalah sebagai solusi darurat untuk
masalah perumahan, maka implementasinya harus tetap dalam batas-batas yang
dibenarkan syariah dan tidak melanggar hak-hak dasar masyarakat.

Untuk mengatasi polemik Tapera dari aspek kebijakan publik dengan
mempertimbangkan kaidah Islam, maka ada beberapa rekomendasi yang dapat
dipertimbangkan antara lain: a). Melakukan kajian dampak regulasi (Regulatory Impact
Assessment) yang komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial,
dan spiritual masyarakat, b). Meningkatkan partisipasi publik dalam proses perumusan
dan evaluasi kebijakan Tapera, sejalan dengan prinsip syura dalam Islam, c).
Memastikan bahwa implementasi Tapera benar-benar berorientasi pada kemaslahatan
umum, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu, d). Mengembangkan mekanisme
yang fleksibel dalam implementasi Tapera, yang memungkinkan penyesuaian kebijakan
berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta e). Melakukan sosialisasi dan
edukasi publik yang intensif tentang Tapera, dengan menekankan pada aspek
kemaslahatan dan keadilan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan
memadukan konsep kebijakan publik modern dan kaidah-kaidah Islam, diharapkan
implementasi Tapera dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya, sekaligus
meminimalkan polemik di masyarakat dan memastikan kesesuaiannya dengan nilai-
nilai Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.
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4. Aspek Tata Kelola yang baik (Good Governance)

Polemik yang timbul dari kebijakan Tapera tidak terlepas dari aspek tata kelola
atau good governance yang menjadi sorotan publik. Dalam konteks Indonesia, tata
kelola yang baik ini mencakup beberapa prinsip utama: a). Prinsip Transparansi,
maksudnya implementasi Tapera harus dilakukan secara terbuka, dengan informasi
yang mudah diakses oleh publik. Hal ini mencakup transparansi dalam pengelolaan
dana, proses pengambilan keputusan, dan alokasi manfaat. b). Prinsip Akuntabilitas,
artinya pengelola Tapera harus dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan
tindakan kepada publik dan pemangku kepentingan. Ini termasuk mekanisme pelaporan
yang jelas dan audit yang independent, c). Prinsip Partisipasi, yang dimaksud adalah
bahwa kebijakan Tapera harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku
kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses perencanaan, implementasi, dan
evaluasi, d). Prinsip Efektivitas dan Efisiensi, dalam artian pengelolaan Tapera harus
dilakukan secara efektif dan efisien, memastikan penggunaan sumber daya yang optimal
untuk mencapai tujuan program, e). Prinsip Responsivitas, dapat dipahami bahwa
pengelola Tapera harus tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
mampu merespon perubahan kondisi sosial-ekonomi dengan cepat.

Jika dilihat dalam perspektif Islam, konsep tata kelola yang baik memiliki akar
yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Beberapa prinsip tata kelola dalam Islam
yang relevan dengan good governance dan Tapera meliputi: a). Prinsip Syura
(Musyawarah), sebagaimana kita fahami bahwasanya Islam menekankan pentingnya
musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Tapera, ini berarti
melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan dan evaluasi
kebijakan, b). Prinsip Amanah (Kepercayaan), maksudnya adalah pengelolaan Tapera
harus dilakukan dengan penuh amanah, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh
masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam good governance. c). Prinsip
al-'Adalah (Keadilan), yang dimaksud di sini adalah implementasi Tapera harus
menjamin keadilan bagi seluruh peserta, tanpa diskriminasi. Ini mencakup keadilan
dalam iuran, alokasi manfaat, dan penyelesaian sengketa, d). Prinsip Mas'uliyyah
(Tanggung Jawab) adalah suatu prinsip yang mana setiap pihak yang terlibat dalam
Tapera harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya, sejalan dengan prinsip
akuntabilitas dan yang terakhir €). Prinsip Shaffafiyah (Transparansi), yaitu Islam
menekankan pentingnya keterbukaan dalam urusan publik, yang sejalan dengan prinsip
transparansi dalam good governance.

Untuk mengatasi polemik Tapera dari aspek tata kelola, beberapa rekomendasi
dapat dipertimbangkan diantaranya: a). Meningkatkan transparansi dengan
menyediakan informasi yang komprehensif dan mudah diakses tentang pengelolaan
dana Tapera, b). Memperkuat mekanisme akuntabilitas melalui audit independen dan
pelaporan berkala kepada public, ¢). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan terkait Tapera, sejalan dengan prinsip syura dalam Islam, d).
Memastikan keadilan dalam implementasi program, terutama dalam hal iuran dan
distribusi manfaat, e). Mengembangkan sistem pengawasan yang efektif, melibatkan
berbagai pemangku kepentingan termasuk ulama dan tokoh masyarakat. Dengan
menerapkan prinsip-prinsip good governance yang sejalan dengan nilai-nilai Islam,
diharapkan implementasi Tapera dapat lebih efektif, adil, dan diterima oleh masyarakat
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luas. Hal ini akan membantu mengurangi polemik dan meningkatkan kepercayaan
publik terhadap program ini.

Simpulan

Berdasarkan kajian literatur mendalam dan dikaitkan dengan tujuan dari
penelitian ini, maka dapat disimpulkan mengenai Polemik Tapera adalah bahwasanya
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan kebijakan publik yang bertujuan
untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia. Namun, implementasinya
menimbulkan berbagai polemik yang mencakup aspek interdisipliner yaitu hukum
termasuk jika dilihat dari hukum Islam, ekonomi termasuk dari sudut pandang ekonomi
Islam, kebijakan publik juga bisa dikaitkan dengan kebijakan publik dalam Islam, dan
tata kelola yang baik serta bagaimana Islam memandang tata kelola tersebut. Mengingat
betapa kompleksnya permasalahan Tapera ini, maka saran untuk Penelitian selanjutnya,
adalah: a) Melakukan studi komparatif antara implementasi Tapera di Indonesia dengan
program serupa di negara-negara lain, terutama negara dengan mayoritas penduduk
Muslim; b) Mengkaji lebih mendalam tentang dampak ekonomi jangka panjang dari
implementasi Tapera terhadap kesejahteraan masyarakat dan pasar perumahan di
Indonesia; ¢) Melakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur tingkat penerimaan dan
pemahaman masyarakat terhadap program Tapera, serta faktor-faktor yang
mempengaruhinya; d) Menganalisis potensi integrasi Tapera dengan konsep wakaf
dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; e) Melakukan
studi longitudinal untuk mengevaluasi efektivitas Tapera dalam meningkatkan akses
masyarakat terhadap perumahan yang layak dalam jangka Panjang; f) Mengkaji lebih
lanjut tentang harmonisasi Tapera dengan program jaminan sosial lainnya untuk
menciptakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegrasi, g) Meneliti
potensi penggunaan teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan
efisiensi pengelolaan dana Tapera.
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